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1.1. LATAR BELAKANG
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan penjabaran dari RPJMD dokumen 5 Tahun yang memuat Visi dan Misi Gubernur terpilih. RKPD ditujukan untuk memastikan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, lewat penentuan opsi-opsi serta rangkaian tindakan yang tepat dan cepat melalui perluasan pembangunan ekonomi didorong dari kluster Program Pro-rakyat. 
Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi berbagai Program dan Kegiatan  yang bersumber dari APBD  Provinsi, APBD Kab/Kota, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri) sangat diperlukan dalam rangka mendapatkan efisiensi dan efektifitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai peranan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 
Agenda RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode ketiga 2013 – 2018 difokuskan untuk memantapkan posisi tawar Provinsi NTT di forum Nasional, Regional dan Internasional secara menyeluruh  dalam segala bidang kehidupan manusia dengan menekankan pada penuntasan MDGs dan  pencapaian daya saing  perekonomian  daerah berlandaskan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas dan bermoral serta  mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus sesuai kebutuhan daerah.  Sejalan dengan itu, RKPD Provinsi NTT Tahun 2016 mengambil tema “Memantapkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berbasis Desa dan Kelurahan, sesuai potensi keunggulan wilayah dalam  Bingkai NKRI” dengan prioritas daerah: 1) peningkatan pendidikan, kepemudaan & olahraga, 2) peningkatan kesehatan 3) Ekonomi kerakyatan dan pariwisata, 4) Supremasi hukum dan birokrasi daerah, 5) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berbasis RTRW dan lingkungan hidup, 6) Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, 7) Perikanan dan kelautan, 8) Penanganan masalah, kemiskinan, wilayah perbatasan, provinsi kepulauan dan daerah rawan bencana. 
RKPD  Tahun 2016 telah selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2014‐2019 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005‐2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job) dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target‐target Millenium Development Goals (MDGs). RKPD Tahun 2016 akan menjadi Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan rancangan APBD untuk tahun berkenaan serta sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
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Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan 
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Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan, lewat Visi dan Misi dituangkan dalam RPJMD dan secara tahunan penjabaran lewat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian sasaran daerah dan nasional.
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD daerah, berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKP untuk mendapatkan sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun hal-hal yang perlu disinergikan meliputi: 1) Prioritas Pembangunan Daerah; 2) Rancangan kerangka Ekonomi Makro Daerah; 3) Arah Kebijakan Keuangan Daerah; 4) Program SKPD, Lintas SKPD , dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam Kerangka regulasi dan Kerangka Anggaran.
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 
Bab  I.    Pendahuluan.
Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.
Bab  II.	Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.
Bab ini menguraikan tentang visi dan misi pembangunan daerah, evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun 2014 (seperti indikator makro ekonomi, IPM), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014, dan permasalahan pembangunan daerah. 
Bab  III.	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah. 
Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup: indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dengan perincian sumber pendapatan tahun lalu dan satu tahun sebelumnya, tahun berjalan, tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan daerah; tantangan dan prospek perekonomian daerah (tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana); arah kebijakan ekonomi daerah; analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah (pendapatan, belanja dan pembiayaan).
Bab IV.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2016 
Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, Usulan Kegiatan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2016 beserta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam Penganggaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
Bab V.	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 2016 
Bab ini menguraikan secara rinci program dan kegiatan pokok RKPD tahun 2016 lengkap dengan instansi pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program serta pagu indikatifnya. Bab ini menampilkan tabel yang menjabarkan Urusan Pemerintahan Daerah, SKPD pelaksana, Program dan pagu indikatif program tahun 2016.
Bab VI.	Penutup
Bab ini menguraikan tentang arahan kepala daerah, penegasan dalam menerapkan RKPD, serta arahan bagi SKPD dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja SKPD.
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1. Maksud  
Maksud kegiatan Penyusunan RKPD ini adalah untuk merumuskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, menetapkan program dan kegiatan prioritas menurut sumber pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTT.
2. Tujuan 
Tujuan kegiatan Penyusunan RKPD ini adalah:
1) Untuk meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antar kebijakan dengan pelaksanaan.
2) Untuk menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
3) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik.
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